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KABUPATEN KEPAHTANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPAHIANG

bahwa dalam rangka desentralisasi dan otonomi decrab, maka semua pihak
termasuk Pemerintzh Daerzh berupaya memberdayakan um}rﬂaka:;;lﬁm
cara memberikan peluong usaha yang lebih besar kepada at
selempat;

bahwa untuk menampung dan mengantisipasi perkembangan aspirusi
masyarakat guna memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan
hutan, maka pada prinsipnya hutan dapat dimanfaatkan, dengan tetap
mempechatikan sifat dengan tidak fungsi pokolknya;

bahwa meningkatmya keberdayaan dan kesejahterann masyarakat dari usaha
pemanfaatan hutan harus scjalon dengan upoya pelestarian hutan menoju
tercapainya pengelolaan hutan yang berazaskan kelestarian fungsi melalui
penyclenggaraan hutan kemasyarakatan dalam kesatuan pengelolaan terkecil
secara efisien dan lestari; ,

bahwa praktek-prakick elolaan hutan berorientasi hanys kepada ka
sehingga kurang m:mpfrilmat%&m hak dan peran serfa masyerakai; b

bahwa untuk memesnubi sebagaimana dimaksud huruf a, b, ¢, dan d diatas
E:u'lu dibentuk  Pernturan  Daerah  tentang Penyelenggaraan Hutan
emasyarakatan Kabupaten Kepahiang.

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kehutaran;

Undang-Undang Nomor : 9 Tahun [967 tentang Pembentukan Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor : 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2828);

Hﬁdnﬁg—ﬂyﬂinggmnm 1 5 Tuél‘l.:n 1990 tentang Konservasi Sumber
gyali dan Ekosisternnya (Lembaran Negara Tahun 1990 N : 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor : 3419): e

Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2003 Pembentukan

Lebong dan upaten Euﬁl di mew'w;:gl:ﬂu mmﬂhﬁ?ﬁ

I'!'Jnhun eq;li‘ig}wumur : 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
omor :

Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetzpan Peraturan
P g, Ul U o - 1 it
n : 41 Tah

menjadi Undang- Undang: ‘ = s o
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ndane-Undang Momor ; 10 Tahun 2004 wentang Pembentukan
Hn-;l.:nnﬂm “[L.ciﬁhnmn Megarn Republik Indoncsia Tahun 2004 Momor : 53,
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indoncsin Nomor @ 4339);

- r + 32 Toahun 2004 teniang Pemerintah Dacrah
antﬂ%”;ﬁhﬁk Indoncsin Tahun 2004 Nomer : 125, Tambahan
Lembaran’ Megarm Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana m[:ah
diubah dengan Persturan Pemerintah P_mfﬂl"“ Undang-Undan Hmm: 13
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indunesia Tahun 2005 Nomor : 3!.:
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4439), jo Nomor :
12 Tahun 200E;

Undang-Undang Nomar : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan
Linghkungan Hidup;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1985 tentang
Perlindungan Hutan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 06 Tahun 2007, Jo MNomor;
3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan;

Peraturan Pemerintali Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi,
Pemerintah Dacrah Knh;pﬂm’ﬁu’m (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Memor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momar : 4737;

Peraturan Dacrah Nomor 04 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintahan Dacrah Kabupaten Kepahiang (Lembaran
Daerah Nomor 04 Tahun 2008)

Peraturan Daersh Kabupaten Kepahiang Momor : 05 Tahun 2008 tentang
Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah
K.epahiang (Lembaran Dacrah Kabupaten Kepahiang Nomor : 05).

Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

KEPAHIANG DAN BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  KEPAHIANG  TENTANG
PENYELENGGARAAN HUTAN EKEMASYARAKATAN KABUPATEN
KEPAHIANG

BAR1
KETENTUAN UMUM

Bapign Kesatu
Plruinrdm

I'asal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

Dacrah adalah Kabupaten Kepahiang;

Pemeriniah adalsh Pemerintah Kabupaten Kepahiong:

Bupati adalah Bupati Kepahiang;

Dinas adalah Dinas yang membawali bldlnghhuunm di Kabuapeten Kepahiang;

rROEFPRE

Hutan adaleh susiu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber dayn hayati
difeminusi pepohonan dalam persekutuen alam lingkungannya yang satu dan lninnya tidak

i

suhikan:

ks

+

yang
dupat
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Hutan Kemasyarnkaton sdalah huten negara dengan sigiem pengeloloun hutan yang bertujuan untuk
memberdayakan masyarnkat setempat lanpn mengganggu fungsi pokoknya yang sclanjutnya

disingknt HEKm;

 Kawasan Huwian sdalah wilayoh terenlu yung ditunjuk atau ditentukan oleh pemenintah umtuk

dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
Hasil Hutan adalah bende-benda hayati, non hayati dan lurunannya sera jnsa yang bersal dari hutan

non kayu;

Pemanfotan Hutan adalah bentuk kegiatan untuk memperoleh manfoat optimal dari hutan uriuk
kesejahternan seluruh masyarakat dulam peman fagtan kawasan, pemanfuatan jasa lingkungan, hasil
hutan bukan kayu dun pungutan hasil huton bukan kayu, s

lzin Usilia Pemanfoatan Hutan Kemasyarokatan (IUPHKm) adalah izin yang dibeiikan Bupati

Kepehiang kepada masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber Hutan pada kawasan lindung

dan/atau kowasan hutan produksi;

Pemegang izin Hutan Kemasyarakatan adalah kelompok masyurakat setempat dan diberikan izin

oleh Bupati untuk melakukan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan Hutan Kemasyarakatan

secara berkelanjutan,

Arcal kerja hutan kemasyarakatan adalah kawasa hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan

untuk kegunaan hutan kemasyarakatan;

Fasilitas adalah penyelenggaraan pemberdaysan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan

kemasyarokatan demgan cara pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bantuan tcknik, bantuan

permedalan, dan bantuan informasi schinggs dolam melakukan kegiatan secara mandirt;

Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terdin dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal

di dalam atau sckitar hutan dulam wilayah Kabupaten Kepahiang, yang membeniuk komunitas,

didasarkan otas kesamaan mata pencaharion berkaitan dengan hulan, kesejahtoraun, keterkaitan,

tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama;

Forum Koordinasi- Hutan Kemasyarakatan adalah wadah koordinasi antar instansi pemerintah dan

kelembapaan masyarakat terkait, baik di pusst maupun di daerah yang berfungsi mcmberikan

masukan bagi pemerintah pusal maupun pemerintah daerah dalam rangks penyelengparaan hutan

kemasyaratan,

LSM pendamping adalah lembaga swadaya -masyarakal yang berbaden hukum yang peduli pada

hidang kehutanan guna pemberdayasn masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan yang

lestari, adil, dan demokratis dengan menyediakan diri untuk melakukan kegiatan pendampingan

masyaraka sekitar hutan di wilayah Kabupaten Kepahiang;

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan terdiri dari pemerintah daerah dan kelompok atau

masyarakat pencrbitan izin hutan kemasyarakatan;

Ihsu odalah Kesatyan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat sctempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Kepehiang;

BBadan perwakilan Desa atau yang disingkat BPD adalah organisasi yang miefupakan salah saiu

Enmrhmn:rinmh desa scbagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Pemerintahan
aerah;

;..-f.mn ad.l_!.lnh saty Kesatuan tempat yang memiliki Karakteristik tertentu;

nventarisasi adalah pencatatan dan pengumpulan data Kehitanan di wilayah Kabupatea Kepahian

Identifikasi adalah penentuan dan penctapan status di kawasan hutan Kemasyarakatan -ﬂ-l.llg

wilayah Kabupaten Kepahiang berdasarkan karakteristik dar kondisi Biofisik; .

mmdm:du l;mlhm kemasyarakatan adalah bagian dari wilayah kegiatan hutan Yemasyarakatan

yang dikelola oleh kelompok masyarakat ateu koperasi masyarakat setempat dengan izih :

Rehabilitasi adalah segals usaha untuk memulihkan, mempertahankah, dan mmnﬂﬁmi

hutan dan lohan sehingga daya dukung, produkiifitas lahan dan peranannya dalam mendukung

sigtemn kehidupan tetap terjaga melalui kegistan pehanaman, penghkayaan tanaman, pemeliharaan dan

penerapan teknik konservasi baik sipil tchnis maupun Yegetatif,

14} Ulajal ks BRH Kol o lEh.des



BAD I
PENYELENGGARAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Dagian Kesatu
Asay

Pasal 2

Penvelenggaraan Hutan Kemasyarakatan didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

A A ﬁlrﬂmﬁnn Fungsi Hutan yaitu dimaksudkan agar setiap langkeh hutan I::n'l.url:ﬂimﬂn benar-
henar memperhatikan daya dukung lahan, memulihkan dan mempertahankan fungsi sumber daya
hutan;

b, Asas kesejahtersan masyarakat, yaitu dimsksudkan sgar Hutan Femasyarakatan dapat turut
menmgkatkan kesejahterann masyarknat selempat secara lerus menerus,

¢ Asas pengelolaan sumber daya alam yang demokratis, yaitu dinmksur_ltm agur masyarakal seiempat
berperan schagai pelaku utama dalam butan kemasyarakatan, pemeriniah dacrah schagad fasilitator
dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara bersama, musvawarah dan mufakat;

4. Asas keadilan sosial, yaitu dimaksudkan agar Hutan Kemasyarakatan mmmmm:kp kelompok
dalam masyarakat setempat, memperoleh manfaat dari hutan kemasyarakatan serta didukung oleh
sistem insentif dan disentif yang akan disepakati bersama;

¢ Asas akuntabilitss publik ymitu dimaksudkan sgar Hutan kemasyarakatan dilaksanakan dl:nsln
memperhatikan kepentingan umum dan timbal balik berupa adanya hak dan kewajiban dari
kelompok masyarakat setempat pemegang izin Humr:m:m!ﬂsﬂnhm untuk mempercieh
kompensasi atas jasa-jasa lingkungan yang dinikmati mas at luas;

. Asas kepastian hulum, yaitu dimaksudkan agar hutan kemasyarakatan dilakukan dalam kerangka
hukumn dan kebijaksanssn yang melindungi hak-hak masyarakat setempat, kelembagaan hutan
kemasyarakatan diakui dan diberdayakan serta tersedianya fasilitas yang mampu mengembanglkan
hutan kemasyarakatan;

g Asas berkelanjutan, yaitu dimaksudkan agar hutan kemasyarakatan dilaksanakan dengan
memperhatikan pembinaan masyarakat setemmpat dan oplimalisasi hutan yang berkelanjutan;

Bagian Kedun
Euang Linghkup
“  Pasal3
Ruang Lingkup Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan meliputi:
. Penetapan Areal Kerja;
2. Penyigpan Masyarakat;
3- SRR "
4. Pengelotagn;

5. Pengawasan dan Pengendalian;

Pasal 4
Ruang lidgkup penyelenggaman Hutan Kemasyarekatan sebagsimana dimoksud posal 3 Peraturan
Pacraby i dilaksanakan salu kesatudd kegiatan mulai dari pesctupan wilayah, penyiapan masyarakat,
penizinan, perigawasan sampal dengan pengendalian.

Bal 111
PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN

Pusal 5

(1) Kawnsin huten yang dapat ditetspkan scbagai arcal kefa hutan kemasyarakatan adalah hutan
lindung maupun hutan produksi yang tidak dibebani izin lain di bidang kehutanan.

Gy EageRnms A B0 miae, ey
u



(2) Areal kerja hutan kemasynrakatan pada hutan lindung harus sesual dengan fungsi hutan lindung itu
sendiri,
Pasal 6

Arcal kerja Hutan+Kemasyarakatan sebagaimans dimaksud dalom pasal 5 Pm'uturilﬂ‘DB_m‘ih im'._adlh.h
kgwasan hutan yang menjodi sumber penghidupan masyarikel sctempat Jan memiliki potensi untuk

dikelelah masyarakal setempol,
Pasal 7

(1) Penciapan Arcal Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi
dan identifikas! oleh Pemerintah Doerah dengan melibatkan masyarakat sciempat, :
(2) Kegiaton inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat | pasal ini meliputi aspek-
nspok: ]
o sumber daya hutan terutama fungsi huton, topografi, potensi lsasil hutan bukan kayu, potensi jasa
lingkungan, keadann penggunaan lahan dan potensi lahan.
b. Sosizl ekonomi masyarakut selempat terutama mata pencaharian atau sember pendapatan,
sejarah masyarakat, tingkat kesejahiersan dan kepemilikan, .

e,
Paanl B

Apabila usulan Bupati dapat diterima dan Menteri telah mengeluarkan keputusan tentang penelapan
areal kerjn Hutan Kemasyarakatan, maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakuken penetopan batas

wilayah huten kemasyarakatan,

BaB IV
PENYIAPAN MASYARAKAT

Pasal 9

Penyiapan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) Peraturan Dacrsh ini, merupakan upqm.
pemberdayaan masyarakat dalam penyclenggaraan Hutan Kemasyarakalan,

Pasal 10

(1) Penyiapan masyarakat dimulai dengan fasilitasi, pembentukan dan pemantapatan kelompok
masyarakat yang memiliki mekanisme aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan
keputusan, penyelesaian konflik dan aturan pengeloloan,

{2) Kogistan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayet | pasal ini, ditandai dengan terbentuknya
kelompok yang memiliki:

a Aturan-aturan internal kelompok yang mengikat dalam pengambilan keputusan, penyclesaian
konflik, dan aturan lainnya dalam pengelolaan organisasi;

b. Ateran-gturon dalam  penyelengparaan Hutan kemasyarakatan scsumi  dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

¢. Pengakuan dari masyarpkat melalui Desa atau Kelurahan;

d. Bencann lokasi dan lugs areal kerja serta jangks waktu pengelolnan,

(1) Aturan pengelolsan Hutan Kemansyarskatan yang dimaksud dalam ayat 2 huruf (b) pasal im,
melipuli aturan-aturan penataan areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan,
pengevaluasian, rehabilitasi, perlindungan dan pengamanan serta hak dan kewajiban.

{#) Penentuan rencana lokasi don luas arcnal kerja serta rencann jongka wakiu pengelolagn
mﬁw dimaksud ayat l;hhuml' d pasal ini, dilakukar secara partisifatilf olch kelompok
m bersama Pemerintah Dperah dengan mem tikan kemampuan kelompok
teknis dari instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, il i

i5) llasil penentuan rencana-rencana sebigaimana dimaksud ayat 4 pasai ini, dutuangkan dalam berita
acara kesepnkatan antara Bamerintah Daerah dengan Kelompok masyarakat,

joj blages, s AN Gl Jilas, el
#



Pasal 11

(1} Pemerintal Doacrah secora terbukn don transporan merumuskan Eriterin dan stondar masyaralat
setempat dengan memperhatikon masukan masysrokat dan pihak-pihak terkait lainnya seperti ™
Forum Koordinasi Hutan Kemasyarakatan",

(2) Masyarakat melalul “Forum Komunikesi Hutan Kemasyarakaten™ dapat memberikan saran dan
masukan kepnda Pemerintnh Doerah menyangkut kriteria dan standar kemampuan masyarakat
setempat.,

Pagal 12

{1} Forum Koordidasi Penyelenggaraan Huton [emasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11
ayat 2. mempunyai tugas dan fungsi scbagui berikut:

a. memberi masukan kepads Bupati dalam menyiapkan kebijakan operasionsl dan program
Hutan Kemasynrakatan:

b. memberi usulan dan masukan dalam mercncenakan pembentuken wilayah kegiatan
Hutan Kemasyarakatan dan lokesi ateu areal Hutan Kemasyarakatan,

¢. Melaksanakan seleksi peserta penylapan masyarakat dan penilaian kesiapan masyarakat.

d. Melaksanakan pemantsuan, pengawasan dan evaluasi pelaksansan Kegiatan Hutan
Kemasyarakatan.

¢, Melaksanakan telazh dan kajian terhadap penyelengparaan Hutan Kemasyarakatan.

(2) Forum Koordinasi Penyelenggarzan Hutan Kemasyarakatan (FKPHKm) tingkat Kabupaten
dibentuk olch masyarakat tingkat Kabupaten yang peduli dengan hutan yeng akan menjadi mitra
pemerintah, dengan mekanisme, struktur dan sistem kerja ditentukan secara partisipasi dan
demokratis.

BAB Y
PERIZINAN

Pasal 13

Perizinan schagaimana dimaksud pasal 3 ayat 3 Peraturan Daerah ini, merupakan bentuk pengesahaan
penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang diberikan oleh Bupati schagai jaminan kepastian hukum
pemegang izin hutan kemasyarakat,

= Pasal 14

(1 Hdnrn_p-uh masyarakat h.uq] penyiapan sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daersh ini,
mengajukan permohenan izin penyelenggaraan Hutan Kemasyarakaten secara tertulis kepada Bupati

melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dengan sepengetahuan Kepala Desa dan Badan
Perwakilan Desa.

(=) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memuat :
i Peta lokasi
B Luas arcal pengelolaan Hutan Kemasvarakatan yang dimohonkan
¢. Data anggota kelompok masyarakat yang bersangkutan
d. Aturan intermal kelompok yang telah disepakati oleh seluruh anggota kelompok

Pasal 15
(1) Bupati mias pertimbangan fteknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan izin

penyelenggaraan Hutan Kemnasyarakatan,

{2} lzin penyelenggaraan Hutan arakatan diberi -
i stiers Kemasy ik rikan sctelah adanya penetapan areal keja Hutan

o iR pedda i it Jeden oo



Pasal 16

sebelum izin dikeluarkan Bupeti terlebih dahulu disosinlisasikan qimgmui hal-hal dimaksud pasal 13
ayat 2 huruf o, b, don ¢ Peraturan Daerah ini, untuk menampung aspirasi masyarakat.

Pasal 17

i uluh lima) tahun
i1} lzin Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan berlaku selama 33 (tiga p
(2} l=n a-:l:::nimmm dimmksud ayat 1 pasal ini sctelah dilakukan evaluasi secara meayeluruh.

Pasal 18

(1} lzin Hutan Kemasyarakatan tidak depat dipindahtanganian kepada p:hult lallnn]ru. <o

() Jika izin Hutan Kemasyarskatsn dipindah tangankan kepada pihak lainnya maka izin Flutan
Kemasyarakatan dapat dicabut, 2 e

%) lzin Hutan Kemasyarakaton tidak dapat diangg) :

{[;4{ izin Hutan Kﬂnn:yarakntm bukan merupakan pemilikan atas tanal dan kawasan hutan dan tidak
dapat digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana pmgelrul!am vang telah du.-ahkm

i5) Bila Anggota Kelompok Tani pemegang izin meninggal dunia maka dapat di wariskan kepada
keluarganyn. - el -

i6) Yang dimaksud dengan keluarga pada myat 5 pasal ini m:!nla_h r.ulnh satu anggots keluarga yang
ditunjuk oleh anggota pengelola Hutan Kemasyarakatan yaitu 1stri atau anak kandung, anak angkat
vang telah ditetapkan dengan peraturan pemesintah,

BABR ¥I
PENGELOLAAN

Bagian kesatu
Umum

razal 19 I

Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 4 Persturan Daerah ini, adalah Pengelolaan
Hutan Kemasyarakatan yang meliputi kegiatn ;

Penatan areal kerja; -4

Penyusunan rencana pengelolaan;

Pemanfaatan;

Rehabilitasi;

Penpawnsan;

Perlindungan dan Pengamanan.

N R

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan penglolasn scbagoimena dimaksud dalam pasal 19 Perateran Daerah ind,
| pemegang izin dapat meminta fasilitasi kepada Pemerintah Daerah atau LSM pendumping dalam
ranghka pengembangan kelembagaan permodulan, sumberdaya manusia, jaringan mitra kerja, teknik
ekologis, dan atay pengembangen pemasatan dan usaha
(2) Fasilitasi kepeda pemegang izin sebagaimana dimakswed ayat (1) pesal ini dapat berupa
pendampingan, pelatihan, penyuluhan, bastuan teknik, dan atau bantuan informasi.

Bagian Kedun
Penatasn Areal Kerja

I'asal 21

(1) Penataan areal kerja meliputi kegiatan pembagian areal ke zona-zona tertentu berdasarkan rencuna
pengelnlaan sesunl dengan karakteristik lahan,

oy Umige pila BEH Bsld]l helAs ok
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(71 Zona sehagnimana dimaksud dalam ayal (1) pasal inl meliputi;
i ek perlindungan
b eoma pemanfaatan i
L3 Auona perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hurul a ;'m.lu_ﬂ ini u.-;lulu!'l- bugian areal kegjn
yang harus dilindungi berdasarkan pertimbangan konservasi hidrologis antara nin padu lahan-lahan
S0 (1ima rutusy meter dard tepi waduh atau dana, 200 (dua ratus) met2r dari tepi mata air, dan kiri
kanan sunpai di dacrah rawa, 100 (scrutus) meter kiri kanan lepd sungai, 50 (limn puluh) meter dari
kiri kanan tepian sungai, 2 (dun) kali kedalaman jurang dari tepi jurang atau lahan berlereng lebih
dari 40 derajai atau pertimbangan konservasi keanckeragaman sayatl, . ‘
{4) Zona pemanfaatan schagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pﬂ&'?[ ini adalah bagian areal kerja
diluar zona perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.
(5) Penataan areal kerja dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh anggota kelompok
pemegang izin, . o )
(6) Dinas Kchutanan dan Perkebunan dan atau LSM pendamping memifasilitasi dalam kegiatan
penataan areal ke, ;
(7) Zona perlindungan dan zona pemanfaatan dapat dibagi menjadi p-awl:-p-:lqk kerja berdasarkan
jumlah anggota kelompok dan pertimbangan efesiensi pengelolaan dan kelestarian hutar.

Bagian Ketign
Penyusunin Rencana Pengelolaan

Pazal 22
Penvusunan Rencana Pengelolaan dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Hutan Kemasyarakatan.
Pasal 23

(1)Rencena pengelolaan harus mempertimbangkan kepentingan publik, ketentuan-ketentuan hukum
adat setempat dan lingkungan

(2)Rencana pengelolaan disusun oleh pemegang izin secara partisipatif dengan mengikutseriakan
komunitas setémpat dan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkeburman ata LSM pendamping.

Pazal 24

Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerzh ini terdiri atas:
- Rencana Umum;

- Rencana Operasional
Pusal 25

(1) Rencana umum memusat tata guna lahan, bemuk pengelolaan dan pemanfactan, pengembangan
sumber daya manusia, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan sistern monitoring serta evaluasi
vang disusun uniuk jangha waktu pengelolaan.

(2) Rencana umum disusun berdasarkan fungsi hutan dan penataan areal kerja sertn kepentingan
masyarakal,

Pagal 26

(1) Rencana umum disetujui oleh Pemerintoh Docroh melalui Kepula Dinas dan disyahkan oleh
Bupati.

{2) Rencana umum dievaluasi untuk jangka wakiu paling lama § (lma) whun,

{3) Kegiatan evaluasi dimaksud dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan

{4) Pemegang izin horus meloksenakan kegiaton pemanfaatan, rehabilitasi don perdindungan sclambat-
lambatnya 6 bulan seielah rencana umum diseitujul.

(5) Bagi pemegang izin yang telah melaksanakan kepintan scbelum Peraturan Daerah ini ditetapkan,
diwajibkan menyesuaikan diri se¢jak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

e R Rl e don
*



Pasal 27

(1) Rencana operasional sekurang-kurangnyn memuat jenis-jenis kegiatan, tata wakty, lokasi, voluane
kegintan, pengorganisasian don kebutuhan binya.

(2] Rencana operasional disusunkan berdasarknn rencana umum

{3) Rencana operasional disusun setinp | (satu) tahun sekali.

Pasal 28

Rencana pperasional diketahui oleh Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa, kemudian disyahkan oleh
Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 29

(1) Kegiatan pemanfaatan di kawasan Hutan Kemasyarakatan dapat dilakukan berupa pemanizatan
kawasan, pemanfaatann jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu

I[E}'l‘il:lf.k mcill:ulu.n kegiatan yang dapat mengakibatkan erosi tanah, perubahan struktur tanah dan
kegiatan lainnya yang dapat mengubah bentang alam dan fungsi hutan lindung.

Pasal 30

(1) Kegiatan Pemanfaatan kawasan Hmﬂummmhnndqﬂdihkmnpdnlmi'uhnﬁm'
dan Zona Pemanfactan dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan tersebut.
(2) Dalam kegiatan pemanfatan pada Zona Perlindungan sebagaimana dimaksod dalem syat (1) pasal
ini, penutupan tajuk harus selalu diperhatikan,
() T‘iu#k boleh dibangun prasarana jalan dan bangunan fisik.
(4) .;ﬂ:spml“mmm pada Zona Perlindungan schagaimans dimaksud dalam ayal (i) pasal ini,
a. Kegiatan pemanfatan kawasan dilakukan antara lain melalui kepiotan usaha: budidaya tanaman
) me?hlﬂmﬂ}"a lchah dan budidaya pohen serbaguna. "
- Kegiatan pemungutan hasil hutan dilakukan antura lain melalui kegi :
N e - d n ul kegiatan ussha: perungutan
“:hulspu“?nnmm:n: mmmnmm&mmmmﬂﬁ,
a. Kegialan pemanfatan kawasan dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha : buds
obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya Wmmm
bulih_d.l]l'a burung walet, penangkaran satwa liar, rehabilitasi hijauan makanan ternale.
b. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan anatara Imin melalu kegiatan usaha
Pm:nﬂamn jasa ‘."IL"“‘ air, wisala alam, perlindungan keanckarugaman hayati, Dtludmﬂn
. %mmmwrp?mmmwmm
; ungutan hasil hutan dilakukan antarn lai melalui kegiatan usaha: permungutan
rotan, bambu, madu, getah, buah dan jamur, ! *

Paszal 31

{llmﬂmwmmmmmmwm
(2) Kﬁ;ﬂﬂmnublmdimlhuldnhmlm | pasal ini, tidak boleh
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Pasnl 32

(2) Pemeriniah Daorah memberikan penghargaan kepadn pemegang izin Hutan yang
berhasil melakykan pengelolsn berdasarkon hasail pengelofaan yang lelah distur dalam Peraturan
Dactah inj

Pasal 33

Perlindungan Hutan dilnksanakan melalul upays mencegah dan melindungi kerusakan hutan, kawasan
butan, dan hasil hutan yang disebabkon oleh manusia, hewnn, kebakaran hutan, hama, dan penyakit
seria bencana alam lainnya

Fasal 34

dengan kriteria:
*  Jumlal tqguimmmnnhmnIHF’I‘Sndnluh 150 huh:mgpn:h:hlar.dmgm tinggi minimal
2 mefer,
*  Tanaman hutanMPTS minimal 4 jenis tanuman, dengan seliap jenisnya minimai 15 %.
b Turil memelihara dan menjogn kawnsen hutan  diluar arcal kerjanyn dari gangguan dan
Pengerusakan,
€ I dalam kawasan HKm dilarang mendirikag bangunan.
4 Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta  Pemerintah Daerah dalam
pelaksanaan perlindungan hutan,

e Eﬂl‘llnmu; jawab atas terjadinyn kerusakan, kehilangan pohon dan kebakaran hutan dalam areal
ST Ay,

o Pnsal 35

BADB VI
PENGENDALIAN
Bagian Kesatw
Monltoring dan Evaluasi
Fasal 36
(1) Pengendslian Hutan Kemasynrukatasn dimaksudkan uniuk
F ~ e Untuk menjumin pengelolaan sumber daya
12) Pemen: Daerah  melaksanakan alas aksannan Penyelengyarasn  Huytan
Kemasyarakatan oleh Pemegang izin melalyj kegiatan rn...hlr?l-i ulang.

(3} Rogistrasi duﬂtmluhpmuhhunuhu berdasarkan hasi} onliori
qnuuﬂﬂmwmhmm"miﬂm i i =

penyelenggaraan | mmlm-Muhamhﬁn.
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Pasal 37

(1) Pengendalian Huten Kemasyarakatan sehagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) Peraturan Daecrah ini
dilaksanakan melaivi pemantavan dan evaluasi hutan kemasyarakatan.

(2) Pemantsuan dan evaluasi sebagaimuna dimaksud ayat (1) pasal ini, adalab mencormati, wenelusuri
dan menilai pelaksanaan hutan Kemasyarakatan sehingga tujuannya dapat tercapai secara optimal.

(3} Lvaluasi secara berkala pada ayat 3 tersebut dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Kebutanan
di Kabupaten Kepahiang.

(4) Pemerintah Kabupaten Kepahiang melalui Dinas yang membidangi Kehutanan skan melaksanakan
evaluasi satu tohun sekali,

(3) Hasil evaluasi oleh Dinas dapat mangakibatian pencabutan atau revisi SK Bupati..

(6) Tata cara evaluasi berkala dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Bupati,

Pazul 38

(1) Dalam rangka pengendalian Hutan Kemasyarakatan perlu diselenggarakan pelaporan pengelolaan
Hutan Kemasyarakatan secara berkala setiap tahun.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dulam ayat (1) pasal ini merupakan evaluasi pelaksanaan kegiatan
operasional tahun sebelumnya.

(3) Pemegang izin Hutan Kemasyarakatan menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan kepada Pemerintah Daerah melslui Dines Kehutanan dan Perkebunan.

(4) FRPHEm dapat memberikan tanggapan dan saran werhiclap  loporan  pengelolaan  Hutan
Kemasyarakatan.

(3} Pemerintzh Daerah Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan
kepada Menteri Kehutaan,

Bagian Kedun
Pengendalian Internal

Fasal 39

(1) Pengendalian internal dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan HKm dapat dilaksanakan sesuai
dengan rencana.

(2) Pemegang izin wajib melaksanakan pepgendalian internal secara purtisipatif terhadap pelaksanaan
rencana pengelolain.

'[33'1“"3“‘3“" pengendalian partisiputif sebageimana dimaksud ayat (2) pasal ini difasilitasi oleh

Pasal 40

Pengendalian intemal dilsksanakan secara berkala oleh sel izin, mini '
dalan | (san) Tahun, 7% 3€AP pemeging izin, minimal 2 (Dus) kali

Pasal 41

Masyarakat melalui pribadi-pribadi, kelompok BPD atau melaluj “Forum Koordinasi Penyelenggaraun

Hutan Kemasyarakatan"” dapat melakukan terhad
Ehioie Keoigiya pengawasan Apap penyelenggaraan dan pelaksanaan

D\ hagrada HER SELL L ool



BAB VIII
PENCABUTAN I7IN

Pasal 42

Pencabutan izin Hutan Kemasyarokatan dilakuken opahila :

A Pemegang izin Hutan Kemasyarakatan menyerahikan kembali izinnys kepada Pemerintah.

b Mnsa berlaku izin telah mencapai batus waktu,

€ Apabila pada sagt evaluasi temysta pemepang izn tidak mampu melaksanzkan pengelolasn Hutan
Kemasyarakatan sesuai rencana yang teluh disetujui.

Fasal 43

Pencabutan izin Hutan Kemesyarakatan diambil setelah ditempuh proses sebagai berikut ;

o Apabila dalam jangks walktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarian peringatan tertulls tersebut
pemegang izin tidak mengindahkan, maka bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan
memanggil pemegang fzin guna bermusyawarn melalui dizlog secara tronsparan yang difasilitasi
oleh “Forum Koordinasi Penyelengguraan Hutan Kemasyarakatan™,

b. Apabila dalam proses musyewarah tidak tercapai kesepakatan selanjuinys Bupati melalui Dinas
Kehutanan dan Perkebunon membentuk tim untuk melakukan penyclidikon dan memberikan
masikan dalam pengambilan keputusan.

¢. Sebelum dilaksanakan pengambilan keputusan tentang pembatalan izin penyelenggaraan hutan
Kemasyarakatan oleh Bupati, pemegang izin berhak melakukan pembelaan dengan meminta
fasilitasi dari “Forum Koordinasi Penyelenggaiaan Hutan Kemasyarakatan™,

d. Apabila pembelaan scbagrimana dimaksud huruf (c) pasal ini lidal-:cuhmbuhimh.:kdlput
diterima, maka Bupati memutuskan untuk menbatalkan izin Hutan Kemasyarakatan,

e. Keputusan Bupati bersifat mengikat semua pihak.

f. Arcal Hutan Kemasyarakatan yang telah dibatelkan izinnya dapat dimohonkan izin oleh sekslompok

- masyarakat setempat yang lain.

g Mekanisme pemohonan dan pemberian izin seperti dimaksid hurof (f) pasal iniakan ditentukan

oleh Keputusan Bupati.

BAB IX
SANKSI PIDANA

Pasal 44

wmmmmmkmmmd' 'dmsumaidmmpmmmp:mnde-
undangan yang berlaku, =

u‘biglinm_n.adimahudua{l}pmlmi berwennng ;
& :Immmwm&udmhmclm keterangan atay laporan yang berkenann
cngan tindak p &ng pengrusakan Hutan Kemasvarakatan terangan tersebut

menjadi lengkap dan jelns. A e

b. Meneliti, mencari mengumpulkan keterangan baik secarn pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang pengrusakan Hutan Kemasynrmkatan serta mengadakan pemeriksaan
ditempat kejadian,

€. Menyuruh berhenti, melnrang seseorang meninggalkan tempat noda snat pemeriksaan sedang
burdangsung dan memeriksa wnda pengenal tersongka,

Lo Rmgderda WEH G001 Jaken. s




Melakukan penyitann benda dan atay surat yang herkaitan dengan tindak pidana.

Memaotret seseorang dan memeriksa sidik juri tersangka tindak pidana, -

Memanggil orang ahli diperiukan dalam Mhmnﬂmmmﬂ perkarn,

EWIﬂqmmmnhdimﬂhww:mﬂd-
enghentikan

Fm ea R

BAB X11
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dengan diberlakukannys Peraturan  Daerah  jni, makn  semus  jzip Hutan
H.um?ﬂu m}'m: sudah dikeluarkan sebelumnyn aleh pemerintah .
h“‘ L

Dacrah inj, b
Pasal 47
Hal-hal yvang belum digtug Peraturan Dacrah inj akan diatur plgh Peraturan Bupati,
BAB X111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48
Pm.;:m Dacrah

“mmmwﬁﬁhﬁmﬁwmmm i
oo cnerintahican pe Pﬂmﬂmmdﬂmwm‘mmm
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